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Praktek ekonomi syariah di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Namun,
perkembangan ini diiringi dengan sengketa ekonomi syariah oleh pelaku ekonomi syariah
yang juga meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman hakim yang
memadai. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) saat ini mengalami disharmonisasi
dengan Fatwa DSN-MUI yang menjadi acuan hukum bagi hakim dalam penyelesaian
sengketa ekonomi syariah. Disharmonisasi ini disebabkan KHES yang bersifat statis dan tidak
dinamis sebagaimana Fatwa DSN-MUI Maka, upaya harmonisasi KHES ini dengan Fatwa
DSN-MUI diperlukan untuk menghindari terjadinya disparitas putusan hakim.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi dengan harmonisasi Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan fatwa DSN-MUI dan langkah- langkah yang harus
dihadapi dalam memberikan upaya tersebut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah
berbasis analisis kebijakan- kebijakan dan upaya- upaya yang telah dilakukan oleh
Mahkamah Agung.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode
pendekatan Yuridis Normatif yang berfokus pada analisis dan interpretasi peraturan
perundang-undangan yang ada, memeriksa norma-norma hukum, dan memahami
bagaimana norma-norma tersebut harus diterapkan pada suatu masalah hukum. Dalam
pengumpulan data, peneliti menggunakan studi dokumentasi, observasi, dan wawancara.
Software Atlas.ti digunakan dalam analisis penelitian ini dengan tujuan agar dapat
memudahkan peneliti dalam memetakan permasalahan dengan mengkodekan dan
menganalisis data yang berupa teks.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kompleksitas permasalahan pada
disharmonisasi KHES disebabkan oleh adanya perkembangan regulasi dan praktik ekonomi
syariah yang terjadi sejak 2008 hingga saat ini. Berbagai macam perkembangan regulasi yang
ada pada Fatwa DSN-MUI dan POJK hingga praktik ekonomi syariah ini tidak tercantum
pada KHES, hal ini dapat mempengaruhi mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah
dilingkungan Peradilan Agama karena KHES merupakan pedoman bagi hakim dalam
memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ekonomi syariah. Beberapa langkah strategis
yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam menghadapi situasi ini adalah dengan
rumusan kamar agama, mengeluarkan SEMA, dan melakukan penelitian dan penelaahan
oleh Pusat Strategi Kebijakan Hukum & Peradilan (PUSTRAJAK) dan sertifikasi ekonomi
syariah bagi hakim, namun hal ini masih perlu untuk dilakukan evaluasi dan kajian ulang
agar lebih optimal.

Beberapa saran yang diperoleh dari peneliti ini kepada Mahkamah Agung agar dapat
mengupayakan penyelesaian penyempurnaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
sesegera mungkin. Juga peneliti menyarankan kepada praktisi ekonomi syariah agar dapat
mengembangkan pemahaman dan kemampuan dalam penyelesaian sengketa ekonomi
syariah melalui pelatihan dan bimbingan teknis sertifikasi ekonomi syariah.
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The practice of Islamic economics in Indonesia is growing very rapidly.
However, this growth is accompanied by sharia economic disputes by sharia
economic actors, which also increase every year. Therefore, adequate judge
guidelines are needed. The Compilation of Sharia Economic Law (KHES) is currently
experiencing disharmonization with the Fatwa DSN-MUI, which is a legal reference
for judges in resolving sharia economic disputes. This disharmonization is due to
KHES, which is static and not dynamic as Fatwa DSN-MUI. Then, efforts to
harmonize this KHES with Fatwa DSN-MUI are needed to avoid the disparity of
judges' decisions.

This research aims to provide solutions by harmonizing the Compilation of
Sharia Economic Law (KHES) with the DSN-MUI fatwa and the steps that must be
taken to implement these efforts in the settlement of sharia economic disputes based
on the analysis of policies and efforts that have been made by the Supreme Court.

This research is a qualitative study using the Normative Juridical approach
method which focuses on analyzing and interpreting existing laws and regulations,
examining legal norms, and understanding how these norms should be applied to a
legal problem. In collecting data, researcher used documentation studies,
observation, and interviews. Atlas.ti software was used in the analysis of this research
with the aim of making it easier for researcher to map problems by coding and
analyzing data in the form of text.

The result of this research is that the complexity of the problem in KHES
disharmonization is caused by the development of Islamic economic regulations and
practices that have occurred since 2008 until now. Various kinds of regulatory
developments that exist in Fatwa DSN-MUI and POJK to sharia economic practices
are not listed in KHES; this can affect the mechanism for resolving sharia economic
disputes within the Religious Courts because KHES is a guideline for judges in
examining, deciding, and adjudicating sharia economic cases. Some strategic steps
taken by the Supreme Court in dealing with this situation are the formulation of
religious chambers, issuing SEMA, and conducting research and review by the
Center for Legal & Judicial Policy Strategy (PUSTRAJAK) and certification of Islamic
economics for judges, but this still needs to be evaluated and reviewed to be more
optimal.

Some suggestions were obtained from this researcher by the Supreme Court
in order to strive for the completion of the improvement of the Compilation of Sharia
Economic Law (KHES) as soon as possible. Researcher also suggest that sharia
economic practitioners develop their understanding and ability to resolve sharia
economic disputes through training and technical guidance on sharia economic
certification.
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